PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRODUK HUKUM DAERAH

Direktur Produk Hukum Daerah
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REPUBLIK INDONESIA

Memperkokoh Ideologi Pancasila,
Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM).”

Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi
biru

Meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur

Memperkuat Pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), sains,
teknologi, Pendidikan, Kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran
Perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas.

Direktorat Produk Hukum Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2024 - 2029
"Asta Cita”

Melanjutkan hilirisasi dan
industrialisasi untuk meningkatkan
nilai tambah dalam negeri

Membangung dari desa dan dari
bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan

Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan
korupsi dan narkoba

Memperkuat penyelarasan kehidupan
yang harmonis dengan lingkungan, . .
alam, dan budaya, serta peningkatan -
toleransi antarumat beragama untuk *
mencapai Masyarakat yang adil dan’
makmur
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
' REPUBLIK INDONESIA

NKRI dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kab. dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, Kab., dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan UU.

Pemerintah daerah provinsi, daerah
Kab. dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi,

daerah kab. dan kota memiliki

DPRD yang anggota-anggotanya
dipilih melalui pemilihan umum.

Direktorat Produk Hukum Daerah

PEMERINTAH DAERAH

o
AlA
Pasal 18
UUD NRI Tahun 1945

Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kab.
dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh UU
ditentukan sebagai urusan
Pemerintahan Pusat.

Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

@ phdotda @ eperda.kemendagri.go.id



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERAN STRATEGIS

PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH

Direktorat Produk Hukum Daerah
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 17

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah  Pusat membatalkan  kebijakan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Direktorat Produk Hukum Daerah
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PEMERINTAH DAERAH

PASAL 17

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1.

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusar
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telal
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusar
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintak
Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1¢
ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dar
kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahar
yang menjadi kewenangan Daerah.

@ phdotda @) eperda.kemendagri.go.id



) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN
PERDA DAN PERKADA

| Pemerintahan daerah berhak
/ menetapkan peraturan daerah dan

y; peraturanperaturan lain untuk
Pasal 236 <« melaksanakan otonomi dan tugas
embantuan.
Peraturan Kepala Daerah - : P

1. Melaksanakan Perda

2. Kuasa Perundang- Peraturan Daerah

undangan.;
1. Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dan Tugas Pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut
ketentuan peraturan perundang-

< Pasal 246
undangan;

- 3. Muatan Lokal

Direktorat Produk Hukum Daerah
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_44 REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan umum dan penataan
ruang

Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman
Ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat

Sosial.

Direktorat Produk Hukum Daerah

WAJIB
NON PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja

Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak

Pangan

Pertanahan

Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan &
Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa
PP & KB

Perhubungan
Kominfo

Koperasi dan UKM
Penanaman Modal
Kemenpora
Statistik
Persandian
Kebudayaan
PERPPUstakaan
Kearsipan.

Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Kelautan dan perikanan
Pariwisata

Pertanian

Kehutanan;

Energi dan sumber daya
mineral;

Perdagangan;
Perindustrian; dan
Transmigrasi.

Pembagian Urusan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan
dan kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi.

@ phdotda @ eperda.kemendagri.go.id



Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia

PERAN KEMENDAGRI

DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

ditphd.kemendagri @ eperda.kemedagri.go.id




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEMENDAGRI SEBAGAI KORBINWAS PEMDA

.,

(BERDASARKAN PASAL 373 - 374 UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)

MENTERI TEKNIS/
BINWAS TEKNIS
I

38 PROVINSI

[ GWPP

GUBERNUR

Direktorat Produk Hukum Daerah

SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN

OLEH MENDAGRI

(Pasal 8 dan 373 UU 2372014
dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017)

: | 34 KEMENTERIAN DAN 79
KEMENDAGRI :  LEMBAGA PEMERINTAH
%) : NON KEMENTERIAN

Pembagian Urusan Pemerintahan;

Kelembagaan Daerah;

Kepegawaian pada Perangkat .

Daerah; .

Keuangan Daerah; : = 32 URUSAN PEMERINTAHAN
Pembangunan Daerah; .

Pelayanan Publlk da Daerah;

SOh WON=

10 Pembmaan dan Pengawm" Lain g KORBINWA
e § Sesuai dengan Ketentuan PUU. . r‘_“ Lnd OPEMDA ;

8

38 PROVINSI 38 PROVINSI
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Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

REPUBLIKINDONESIA C0:
PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

X Emmm

T ——— = Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Mendagri
NOMOR 12 TAHUN 2017 O ° . O O
TeNTANG untuk pembinaan umum dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
R N T RN untuk pembinaan teknis.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA = Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi Kabupaten/Kota, dilaksanakan
i oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Mcnimbang : bahwa untuk melaksan ctentuan Pasal alam = 5 5
rangka mcmbcrli l?(l:pfs?:::n }I;:(umllcrhadap :?f:ladc]am u Pemb] naan umum mel]put]:

Pemcrintahan Dacrah dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pcmerintahan  Daerah, perlu mcnetapkan  Peraturan
Pemerintah  tentang Pembinaan  dan Pcngawasan
Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah;

a. pembagian urusan pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
o “easera, T (24 S, TG RS d. keuangan daerah;
st o Rt o o e e e. pembangunan daerah;
f._pelayanan publik df daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mcnclapkan : PERATURAN PEEZZT;‘il;AN;EN'FANG PEMBINAAN DAN i. kepala daerah dan DPRD; dan
i j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Ban perundang-undangan.
= Pembinaan dan Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh

unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan kewenangannya dan dilaksanakan
secara efisien dan efektif serta koordinatif;

Direktorat Produk Hukum Daerah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

sl TUGAS & FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI OO
MELALUI DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Melakukan reviu terhadap rencana program pembentukan peraturan daerah
(propemperda)

Menerima konsultasi pemda dalam proses penyusunan perda, perkada dan
Peraturan DPRD

Membuat prototipe/contoh draft perda, perkada dan Peraturan DPRD
yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Melakukan asistensi/pra fasilitasi pembentukan perda, perkada dan
Peraturan DPRD

Melakukan fasilitasi terhadap perda, perkada dan Peraturan DPRD

Memberikan persetujuan pembahasan dan penandatangan perda dan
perkada kepada PIt, Pj, Pjs Kepala Daerah

07 Melakukan klarifikasi terhadap Perda yang bermasalah

PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah jo PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Direktorat Produk Hukum Daerah @ phdotda @ G e

Melakukan pencabutan terhadap Perkada Provinsi dan Kab/Kota
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g & %: ) KEMENTERIAN DALAM NEGERI akya
B 2 REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

PERENCANAAN
PENYUSUNAN

PELAPORAN & MONITORING

PENGUNDANGAN

PEMBAHASAN (1) PENETAPAN

FASILITASI

Berdasarkan:
@ WU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- A Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

PEMBAHASAN (2)

Direktorat Produk Hukum Daerah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI oersay erdauit
REPUBLIK INDONESIA Indongsia MajuJl

ﬁropemperda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalarﬁ
1(satu) tahun anggaran, berdasarkan kriteria:

>

L)

% perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

rencana pembangunan daerah;

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

aspirasi masyarakat daerah. /

K O o
DCIEEOCIIR G

~
Propemperda usulan DPRD dan usulan pemerintah daerah (eksekutif) dibahas dan
ditetapkan menjadi Propemperda dengan keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna sebelum
penetapan rancangan Perda tentang APBD

PROPEMPERDA - ¢

Penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang
ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

).
- N
Penyebarluasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ;
yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. :
\_ )

Direktorat Produk Hukum Daerah @ phdotda @ S




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Ry "EFUEUKINCONESA MIEKANISME FASILITASI SEBAGAI BENTUK PEMBINA
TERHADAP KEBIJAKAN DAERAH

Proses Fasilitasi Melalui e-Perda

Ditinjau dari kesesuaian materi muatan
dengan norma standar prosedur dan
kriteria yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari pembagian urusan
pemerintahan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah Pemerintah

Daerah
Dengan tetap melakukan
koordinasi dengan Unit

Kerja/ Kementerian/

Lembaga terkait dan
melalui e-Perda (Pembina

Ditinjau dari teknik penulisan sesuai Teknis terkait)

dengan Lampiran Il Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
PUU

Legal Drafting

Max 15 Hari Kerja

Direktorat Produk Hukum Daerah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI Bersaty Berd:
REPUBLIK INDONESIA Indongsia MajuJl

Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.6/4434/0TDA tgl 31 Juli 2025 Hal
% Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah
A ditetapkan

31 Juli 2025
Nomor  :100.2.1.6/4434/0TDA
Sifat Biasa
Lampiran : -
Hal Per ian Perat Daerah dan Perafy Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Yih.  Gubemur Seluruh Indenesia

criesatan et Pasn 73 syt 1) o Pean 374 Ly e 23 T 2034 Berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (1) jo Pasal 374 serta Pasal 249 UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Pemenntah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi Kebijakan Daerah”, dengan
homat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

. ertacarian ketenuan Pasal 345 Undang andang Remor 23 T 201 fetang Pemerntan bahwa Gubernur wajib menyampaikan kepada Mendagri Perda dan Perkada Provinsi dan Bupati/Walikota

Daerah, 1 bahwa *Gut wajiby i Perda Provinsi dan Peraturan
Gubemur kepada Mentern Dalam Negen paling lama 7 (tujuh) han setelah ditetapkan serta

e e o e e o g o o, e o wajib menyampaikan kepada Gubernur Perda dan Perkada Kab/Kota 7 hari setelah ditetapkan, dan jika tidak

gz:dﬂ:ﬂn?ainﬁ:::u?nbi:fs::?k?;i:ay;pg?ahmu-rm ¢ dan huruf d Undang-undang Momer 23 Tahun
Do e st ) v melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi teguran tertulis hingga pemberhentian berdasarkan
e et ey o g G S i b

perir beguran tertulis hingga peml entian i jal n ala Daerah, ngan .

relanse peiatn srksya i dalar Pasl 75, Pase 8, 6 Pacl 51 rcong- Pasal 78 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda jo Bab IV PP No. 12 Tahun 2017 ttg
3 Berhenaan dengan bl rseoct sos ampeien repaca Gubemr.

5]

* 2 menyarpken Perseen Deah Prov don Persren Gubormur baped. Morer Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,sehingga  Pemerintah
ditetapkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 melalui aplikasi e-Perda.

b. sebagai wakil P i Pusat il dan 1
o e B ot pali 7 o) e i e s T 2004 Provinsi/Gubernur agar waijib:

«dan Tahun 2025 melalui aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

an Mentr Dalam Neger 1. Menyampaikan Perda/Perkada Provinsi kepada Mendagri 7 hari setelah ditetapkan periode 2024 dan

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Daokumen i A SAnaIENGN 28CA SeKTOR Cien -

o 2025 melalui aplikasi e-perda; dan

Tembusan:
1. Menteri Dalam Megeri; ’
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia.

2. Sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kab/Kota dalam hal '

pelaporan perda/perkada 7 hari sejak ditetapkan melalui aplikasi e-perda.

Direktorat Produk Hukum Daerah
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9 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIKINDONESIA MEANINGFUL PARTICIPATION

RIGHT TO BE
CONSIDERED

RIGHT TO BE RIGHT TO BE
HEARD EXPLAINED

Ha k |n| melampaui sekadar Penjelasan ini harus menunjukkan
bahwa Masyarakat memiliki bagaimana masukan Masyarakat

hak untuk menyampaikan mendengar. Ini berarti telah dipertimbangkan. Emberian

pandangan, aspirasi, dan bahwa pe ndapat penjelasan memberikan

e i e e e transparansi dan membangun
dengan kebijakan atau masyarakat harus diterima kepercayaan antara pemerintaH

dan masyarakat, karena masyarakat

keputusan yang akan de ngan se rius dan menjadi dapat memahami bagaimana suara
dlailsl) bagian integral dari proses mereka memengaruhi proses

. kebijakan.
pengambilan keputusan

Pemenuhan meaningful participation menjadi tolak ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara
metriil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh Masyarakat.

Direktorat Produk Hukum Daerah
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i KEMENTERIAN DALAM NEGERI 8 @ ersal
REPUBLIK INDONESIA

Klarifikasi dilakukan atas:

Klarifikasi adalah pengkajian dan a. usulan dari Setiap Orang, kelompok

penilaian 1§erhadap I_Derda untuk orang, pemerintahan daerah dan/atau
mengetahui kesesuaian dengan instansi lainnya; dan

peraturan  perundang-undangan .inisiatif dari  Direktorat Jenderal
yang lebih tinggi, kepentingan Otonomi Daerah melalui Direktorat

umum, dan/atau kesusilaan. Produk Hukum Daerah dan/atau Biro
' Hukum provinsi atau nama lainnya

Hasil evaluasi dalam bentuk
rekomendasi kepada Pemda untuk
mencabut atau memperbaiki perda.

Klarifikasi dilakukan dalam rangka
untuk mengukur tingkat
keberhasilan implementasi perda.

Direktorat Produk Hukum Daerah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SUBJEK =

Klarifikasi dilakukan atas:

a. Usulan dari setiap orang, kelompok orang,
pemerintah daerah dan/atau instasi lainnya;
dan

b. Inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi

Daerah melalui Direktorat Produk Hukum
Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau

PERMOHONAN Qo

Permohonan klarifikasi sekurang-kurangnya memuat:
a. Identitas pemohon;

nama lainnya.

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar
permohonan dan menguraikan dengan jelas
bahwa materi muatan perda/perkada dianggap
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan  yang lebih  tinggi dan/atau
bertentangan dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan

TIM KAJIAN l/il

Dalam  menindaklanjuti permohonan  klarifikasi,
Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri
Dalam Negeri dapat membentuk Tim untuk melakukan
kajian yang anggotanya terdiri atas:

a. Komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri;
b. Kementerian terkait sesuai kebutuhan; dan/atau
c. Ahli/pakar sesuai kebutuhan.

Direktorat Produk Hukum Daerah

MEKANISME KLARIFIKASI 0%

X JANGKA WAKTU

Dilkaukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima
belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.

TOLAK UKUR
KLARIFIKASI

Kajian terhadap permohonan klarifikasi sesuai dengan
tolak ukur peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan

HASIL

Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri
Dalam Negeri menerbatikan surat yang berisi
pernyataan bahwa Perda/Perkada telah sesuai
maupun tidak sesuai.

Dalam hal Perda/Perkada tidak sesuai, maka surat
berisi rekomendasi untuk melakukan perubahan
Perda/Perkada atau pencabutan Perda/Perkada
paling lama pada pembentukan
promperda/promperkada pada tahun berikutnya.

@ phdotda ) eperda.kemendagrigo.id
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DASAR HUKUM

PASAL 18 AYAT (6)
UNDANG-UNDANG DASAR UU NO. 10 TAHUN 2022

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Tentang Provinsi Kalimantan
TAHUN 1956 Timur

0=
Indonesia Maju

UU NO. 12 TAHUN 2011 _ PP NO.22 TAHUN 2020

Tentang Pembentukan tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Peraturan Perundang-Undangan No.2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi

PERMENPUPR NO. 1 TAHUN 2023
UU NO.23 TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengawasan

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang

Tentang Pemerintahan Daerah ' dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota

PERGUB NO. 46 TAHUN 2023

tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Daerah

Direktorat Produk Hukum Daerah @ phdotda @ G e

UU NO.2 TAHUN 2017
tentang Jasa Konstruksi
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REAIDEN
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PERATURAN PEMERINTAH REPFUDBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAMUN 2020
TENTANG
PERATUNAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMONR 2 TAMUN 2017
TENTANG JANA KONSTIRUXS

DENOAN RANMAT TUNAN YANG MAMA E8A

PREDIDEN REFUBLIXK INDONESIA

Menimbang el Uniuk el knanakan ketentusn Passl )
Pasal 35, Pasal 42 ayat 04, Pas

Ma i ngat

MEMUTUSKAN

Menstaphan PERATURAN PEMERINTAM TENTANG PFERATUKA
PELAKBANAAN UNDANG UNDANG NOMOI 2 TAMUN 20
TENTANCG JANA KONNTHUKN

BAD |
KETENTUAN UMUM

Direktorat Produk Hukum Daerah

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.,

KEBIJAKAN GUBERNUR
DALAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 112
Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaari Jasa Konstruksi dalam
lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah
provinsi.

Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa
Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi
luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan ketentuan:
a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan
sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya
kecil sampai dengan sedang.
Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perattrran perundang-undangan.

@ phdotda @) eperda.kemendagri.go.id
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PEMBINAAN JASA BENTUK KEBIJAKAN
KONSTRUKSI KHUSUS
1. Penyelenggaraan pelatihan

Gubernur menetapkan kebijakan
khusus berupa Peraturan Daerah
Provinsi atau Peraturan Gubernur
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

tenaga ahli konstruksi; dan

2. Penyelenggaraan sistem
informasi cakupan Provinsi

ols

PENETAPAN KEBIJAKAN KHUSUS

Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah
Provinsi, meliputi:

1. Kerja sama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan
usaha Jasa Konstruksi Provinsi; dan /atau

2. Penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI
- PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Direktorat Produk Hukum Daerah
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Hasil Fastlitasi Ranpergub

Jakarta, 27 September 2023
Nomor  :100.2.1.6/6555/0TDA Yth. Gubernur Kalimantan Timur

o [ ]
Sifat : Penting di-
Lampiran : 1 Berkas Samarinda
Hal : Rancangan Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur tentang Kebijakan
Khusus Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Kalimantan Timur.

Berkenaan dengan surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.4.2/14041-Hk/PPUP
tanggal 13 September 2023 Perihal Penyampaian Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Kebijakan Khusus
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kalimantan Timur, telah dilakukan pengkajian
secara yuridis formal dan materiil.

°
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir. N e ge rl N O I I l O r‘

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum

ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita
Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal a I l a
Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda. ~ O O

a.n. Menteri Dalam Negeri 1 I g

Direktur Jenderal | °

Otonomi Daerah, i P -l ] I‘] -| ] I‘] " ] m n n
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : e ra ra e r r a 1 a a
Direktur Jenderal Olqnoml Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

- | Timur tentang Kebijakan Khusus ik

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di -
| Kalimantan Timur ¥

ai dengan peraturan perur g yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
jgunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

LIHCTRLUIUL MTUUUN TTIURUL LT DJUCi Ul

@ phdotda @) eperda.kemendagri.go.id
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PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI DAERAH

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN
FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA
KONSTRUKSI DAERAH

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI
JASA KONSTRUKSI

FASILITASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

SANKSI ADMINISTRATIF “

Direktorat Produk Hukum Daerah
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TERIMA KASIH

DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Direktorat Produk Hukum Daerah
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